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Abstrak 

 

Pembangunan dan transformasi di pedesaan merupakan dampak modernisasi yang perlu diwaspadai. Sebuah desa mengandung nilai-nilai 

budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan lingkungan binaan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dan mengetahui metode pemberdayaan masyarakat yang 

digunakan dalam pengembangan kawasan Watukarung. Temuan artikel ini terdapat dua hal utama antara lain pertama, tingkat partisipasi 

masyarakat kawasan pantai Watukarung berada pada tahap partisipasi dengan kolaborasi antar tiga pihak yaitu pemerintah sebagai kontrol 

peraturan perundangan dan kebijakan, pihak swasta sebagai pemilik modal usaha utama, dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

menggerakkan roda investasi yang telah disepakati Bersama. Kedua, metode partisipasi yang digunakan oleh masayarkat setempat 

terbentuk oleh dua hal dasar yaitu kesadaran dan kemauan dengan bertumpu pada satu titik kebersamaan hegemoni sosial yaitu tercermin 

dengan metode partisipasi gotong royong. Kontribusi penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan pembangunan 

sehingga dapat terealisasi tepat guna antara program pemerintah terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berkembang 

secara spesifik sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan keberlanjutan ekologi.  

 

Kata-kunci:  partisipasi sosial; transformasi pedesaan; keberlanjutan ekonomi; pola spasial 

 

 

Community-Based Participation in Development at Watukarung Beach Pacitan 
 

Abstract 
 

Development and transformation in rural areas is an impact of modernisation that needs to be watched out for. A village contains cultural values 

closely related to social life and the built environment. This article uses a qualitative approach with descriptive methods to determine the level of 

community participation and the community empowerment methods used in developing the Watukarung area. The findings of this article are two 

main things, namely first, the level of community participation in the Watukarung coastal area is at the participation stage with collaboration 

between three parties, the government as control of laws and policies, the private sector as the main owner of business capital, and the community 

as the main actor in driving mutually agreed investment wheels. Second, the participation method used by the local community is formed by two 

basic things such as awareness and will, which rest on a single point reflected in the cooperation (gotong royong). The contribution of this research 

is used as a guide in making development policies so that government programs can be realized in an appropriate manner for the needs required by 

society to develop specifically following local socio-cultural conditions and ecological sustainability. 
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Pendahuluan 

Tren perkembangan suatu kota banyak dijumpai 

dengan prinsip pemekaran wilayah, baik sektor 

perumahan maupun industri. Salah satu 

pengembangan kawasan perdesaan adalah sektor 

industri pariwisata yang menjadi penopang baru bagi 

perluasan pendapatan dan perkembangan kawasan 

pedesaan khususnya tepi pantai [1].  Pembangunan 

Berkelanjutan berakar pada piagam Brundtland pada 

tahun 1987 dengan pesan kuat “Our Common Future” 

[2]. Hal ini menunjukkan bahwa secara sadar terdapat 

kewajiban yang mengikat bagi seluruh masyarakat 

dunia saat ini untuk melestarikan alam serta 

melakukan pembangunan demi tersedianya sumber 

daya yang sama untuk generasi mendatang. SDGs 

memiliki 17 indikator yang beberapa di antaranya 

terkait dengan pembangunan pedesaan menuju 

pinggiran kota. Indikator terkait mencakup 

pertumbuhan ekonomi, peningkatan inovasi industri 

dan infrastruktur, serta kota dan komunitas yang 

berkelanjutan [2]. 

Fenomena morfologi perkotaan tidak dapat dihindari 

berdampak juga terhadap kawasan pedesaan seperti 

spasial struktur ruang, penggunaan lahan, pola jalan, 

bangunan, dan ruang terbuka [3]. Hal ini memicu 

transformasai area pedesaan dimulai dari perubahan 

fungsi lahan terbuka hijau menjdi lahan pemukiman 

yang padat tentu menimbulkan banyak dampak, baik 

dampak negatif maupun positif. Dampak lingkungan 

yang timbul secara langsung berdampak kepada 

kondisi sosial masyarakat [4]. Masyarakat pedesaan 

yang bermukim di desa tersebut bersifat homogen 

dan memiliki fleksibilitas tinggi terhadap perubahan. 

Pernyataan tersebut diambil berdasarkan fakta 

lapangan bahwa perkembangan suatu desa cukup 

pesat bukan sebatas faktor globalisasi dan trend 

pembangunan tetapi terdapat kunci utama yaitu peran 

aktif masyarakat dalam mengembangkan kawasan 

bermukim mereka. 

Pantai Watukarung adalah salah satu destinasi wisata 

yang terletak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 

Indonesia. Pantai ini dikenal dengan keindahan 

alamnya yang mempesona, terutama karena pasir 

putihnya yang bersih dan air lautnya yang jernih 

dengan gradasi warna biru yang menawan. Selain itu, 

Pantai Watukarung juga dikenal sebagai salah satu 

lokasi yang cocok untuk olahraga selancar, baik bagi 

pemula maupun profesional, karena memiliki ombak 

yang cukup tinggi dan stabil [5]. 

Namun, meskipun memiliki potensi wisata yang tinggi, 

Pantai Watukarung masih memerlukan 

pengembangan lebih lanjut untuk menjadi destinasi 

wisata unggulan. Beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan. 

Pertumbuhan industri pariwisata memang dapat 

memberikan manfaat ekonomi, namun juga bisa 

berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena 

itu, pengembangan industri pariwisata harus 

dilakukan dengan menjaga kelestarian alam dan 

lingkungan. Masalah dalam penataan ruang semakin 

kompleks dan perlu diwaspadai terutama terkait 

dengan para pelaku bisnis yang menggunakan dan 

memanfaatkan ruang secara berlebihan [6]. Industri 

pariwisata harus dikembangkan berorientasi terhadap 

paradigma berkelanjutan dengan memperhatikan 

kelestarian alam dan harmonisasi terhadap lingkungan 

binaannya. 

 Keberlanjutan tidak hanya berakar pada tiga subjek 

utama ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, namun 

juga terdapat satu unsur yang melingkupi ketiganya 

yaitu aspek budaya [7]. Berdasarkan dari penjelasan 

diatas, maka peneliti telah menetapkan tiga aspek 

keberlanjutan yang dikaji pada penelitian ini yaitu poin 

8 (decent work and economic growth), poin 11 

(sustainable cities and communities), dan poin 17 

(partnership for the goals). Pengambilan tiga poin 

keberlanjutan ini didasarkan kepada fakta empirik 

lapangan. Pertama, keterbatasan pendidikan dan mata 

pencaharian. Kedua, lokasi penelitian didominasi oleh 

komunitas pelaut yang kurang mendapatkan 

perhatian dari pemerintah. Ketiga, perpindahan 

kepemilikan tanah dan fungsi lahan kepada pihak 

asing diluar penduduk lokal. Keempat, permasalahan 

kebersihan lingkungan seperti pengelolaan sampah 

pribadi, dan sampah wisatawan. Terakhir, pengelolaan 

pantai yang belum maksimal sehingga menimbulkan 

permasalahan sosial-ekonomi ditengah masyarakat 

tepi pantai Watukarung. 

Sebuah bentuk pariwisata saat ini yang sedang 

berkembang adalam pariwisata berkelanjutan. Hal-hal 

yang dilingkupi oleh jenis pariwisata ini antara lain 

peningkatan kapasitas akomodasi (keberlanjutan 

ekonomi), populasi setempat (keberlanjutan sosial), 

dan kelestarian alam (keberlanjutan lingkungan) 

seperti tiga pilar pembangunan berkelanjutan. 

Fenomena ini merupakan corak perkembangan dan 

investasi baru di sektor kepariwisataan yang 

seharusnya mampu memaksimalkan dampak positif 

dan meminimalkan dampak negatif terhadap tren 
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kerusakan lingkungan alam [6]. Harapan dari program 

pembangunan kawasan pariwisata di Pantai 

Watukarung yang berbasis masyarakat adalah untuk 

mengembangkan pola tata ruang kawasan yang 

dinamis dan terintegrasi. Dinamis berarti mampu 

menyeimbangkan dengan kebutuhan ruang dan 

tuntutan aktivitas wisatawan. Sedangakn terintegrasi 

adalah pertumbuhan kawasan yang terstruktur baik 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemeliharaan. 

Masyakarat Watukarung dominan memiliki budaya 

sebagai pelaut sehingga berdampak pada 

keterampilan bertahan hidup baik dari aspek ekonomi 

sebagai nelayan, aspek sosial sebagai masyarakat 

komunal, aspek budaya membangun rumah dengan 

material alam dan cenderung sederhana, serta taraf 

pendidikan yang rata-rata tidak tamat SMA. Dengan 

latar belakang budaya pelaut ini membuat kawasan 

Watukarung kaya akan potensi baharinya mulai dari 

kekayaan kuliner sumber pangan, kekayaan atraksi 

melaut, surving, hingga keterampilan dalam membuat 

iklim suasana tepi pantai yang berbeda dengan pantai-

pantai pusat kota yang notabenya terdiri dari 

masyarakat yang heterogen dan tidak memiliki ciri 

khas budaya hidup yang mampu menjadi daya tarik 

wisatawan.  

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut dapat 

disimpulkan sebuah urgensi penelitian di kawasan 

Pantai Watukarung. Tujuan dari penelitian ini dalah 

untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan 

fenomena desa wisata dengan fokus pertama yaitu 

bagaimana tingkat partisipasi sosial dan apa metode 

partisipatif yang digunakan oleh masyarakat kawasan 

pantai Watukarung. Sehingga dapat diketahui lebih 

mendalam seperti apa tingkat partisipasi masyarakat 

dan metode partisipatif yang digunakan dalam 

pembangunan berkelanjutan kawasan pariwisata 

pantai tersebut. 

Metode  

Paradigma Penelitian 

Paradigma pada penelitian ini bersifat naturalistic 

dengan bentuk deskriptif kualitatif [8]. Pemilihan 

sudut pandang ini karena data berbentuk verbal 

menjelaskan tingkat partisipasi sosial masyarakat dan 

dipaparkan secara nyata apa adanya. Lokus penelitian 

berada di Kawasan Desa Wisata Watukarung, 

Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan seperti 

yang terlihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Lokus Makro Pantai Watukarung. (Sumber: Google Map) 

 

Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain 

observasi langsung dan wawancara mendalam untuk 

mengamati objek dan subjek penelitian. Objek 

penelitian yang diamati adalah Desa Watukarung, 

dengan batas wilayah di Rt. 01/Rw. 06 dan Rt. 02/Rw. 

06, Dusun Ketro, Kecamatan Punung, Kabupaten 

Pacitan (Gambar 2). Penetapan batas wilayah ini 

bertujuan untuk memusatkan pengumpulan informasi 

mengenai partisipasi masyarakat di daerah dengan 

kepadatan penduduk tertinggi yang berbatasan 

langsung dengan pantai di desa tersebut. 

 

 
Gambar 2. Lokus Mikro Kawasan Desa Wisata Watukarung . 

(Sumber: Google Earth Pro) 

 

Penelitian ini melibatkan masyarakat setempat yang 

berprofesi sebagai nelayan, pedagang warung, kepala 

dusun, serta perwakilan dari kelompok sadar wisata 

atau karang taruna. Narasumber dibagi menjadi dua 

kategori: narasumber kunci, yang terdiri dari kepala 

dusun atau wakilnya, dan narasumber pendukung, 

yang mencakup perwakilan kelompok karang taruna 

atau pokdarwis, serta para pedagang yang ada pada 

lokus penelitian.  

Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka, di 

mana peneliti berperan sebagai instrumen utama 

dalam penelitian kualitatif ini. Pendekatan ini 

digunakan bertjuan untuk memperoleh informasi 
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verbal yang mendalam dan terperinci. Analisis data 

dilakukan dengan cara deskriptif sesuai dengan 

temuan empirik lapangan.  

Temuan Pada Penelitian Sebelumnya 

Pada sub bab ini dijelaskan metode pengumpulan data 

sekunder berupa hasil kajian dari peelitian 

sebelumnya. Didapatkan beberapa jurnal dan 

dokumen terkait dengan pembagunan berkelanjutan 

yang dikombinasikan dengan fokus penelitian yaitu 

industri pariwisata dan partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan dari topik penelitian dan hasil penelitian 

terdahulu terdapat sebelas topik antara lain 

keberlanjutan budaya, visibilitas alam, dampak 

urbanisasi, system sanitasi, preservasi budaya, 

managemen pembangunan, pengaruh stakeholder, 

lansekap urban, jalur pedestrian dan interaksi sosial. 

Kesebelas topik penelitian terdahulu tersebut 

kemudian dikelompokkan menjadi empat indiktor 

spesifik yang akan dijadikan sebagai acuan untuk 

menjawab tujuan penelitian. Hal ini dapat lebih 

dipahami berdasarkan skema tabel 1 di bawah ini. 

 

 

Tabel 1. Temuan Pada Studi Penelitian Sebelumnya 

Topik Penelitian Indikators Hasil Penelitian 
Ref. 

Keberlanjutan Budaya 

• Aspek Ekonomi 

• Aspek Sosial 

• Aspek Lingkungan 

• Persepsi pengguna 

• Kesinambungan budaya 

• Vitalitas budaya 

• Pergeseran perilaku 

• Peningkatan kualitas tempat ketiga perkotaan 

• Kesejahteraan hidup dan warisan budaya 

[9] & [10] 

Visibilitas 

Keterhubungan Alam 

• Biophilic parameters 

• Space Syntax 

• Nature Syntax 

• Menyediakan user dengan view alam 

• Meningkatan kepekaan publik 

• Desain yang berfokus pada psikologis 

• Visual permeability 

• Mobilitas dan Kemudahan pencapaian 

[11] 

Dampak Urbanisasi 

Terhadap Kawasan 

Perdesaan 

• Architectural space 

network  

• Social network  

• Hubungan ruang arsitektur merefleksikan kebijaksanaan dalam 

keberlangsungan hidup 

• Jaringan sosial merefleksikan etik dan pluralisme budaya tradisional 

• Pembangunan desa mempunyai sinergi dan integritas bagi 

masyrakat 

[12] 

Pentingnya Sistem 

Sanitasi 

• SFD 

• CSDA 

• ECAM 

• Meningkatkan sistem instalasi pengolahan limbah 

• Penyediaan layanan sanitasi kawasan 

• Mengurangi emisi gas rumah kaca 

[13] 

Managemen Konstruksi 

• Organization & 

management 

• Informasi proyek 

• Behavior & culture 

• Teknologi 

• Kepuasan Klien 

• Kualitas pendidikan 

• Pengalaman bekerja 

• Komitmen kuat manajerial 

• Keterlibatan pegawai 

• Komunikasi yang tepat 

• Perbaikan yang menerus 

[14] & [15] 

Preservasi Heritage 

• Memori kolektif 

• Intangible heritage 

• Tangible heritage 

• Peran lingkungan dalam kawasan cagar budaya 

• Efektivitas strategi desain pasif tradisional 

[16] & [17] 

Pengaruh Para 

Pemangku Kebijakan 

• Kemampuan memimpin 

• Pengangguran 

• Gender 

• Profesi 

• Pengembangan kerangka pengambilan keputusan 

• Peran arsitek, stakeholder dan perencana di bidang desain 

[18] & [19] 

Pembagunan Kawasan 

Berkelanjutan 

• Aspek ekonomi 

• Aspek ekologi 

• Aspek budaya 

• Aspek politik 

• Kebersamaan antara politik dengan budaya 

• Keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan 

budaya 

[20] 

Lansekap Urban 

• Aspek lingkungan 

• Kelayakan hidup 

• Nilai sosial 

• View & sensory 

experience 

• Ketersediaan lahan 

• Perawatan, produksi, & dukungan teknis 

• Siklus air yang baik 

• Lansekap ekologi & infrastruktur hijau 

[21] 

Ketersediaan Jalur 

Pejalan Kaki 

• Sirkulasi & Perencanaan 

ruang  

• Aksesibilitas 

• Konektivitas dan integrasi sistem sirkulasi 

• Organisasi ruang yang berdampak pada pengambilan keputusan 

jalur pergerakan 

• Pusat informasi dan layanan pendukung 

[22] 
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• Struktur sekuensial yang mendukung sirkulasi pejalan kaki 

• Jalur pedestrian yang ramah terhadap semua pengguna 

Interaksi Sosial 

• Efek sensorik 

• Elemen lansekap 

• Hubungan antara dua 

faktor sensorik dan 

lansekap 

• Pemisahan antara pintu masuk kendaraan dengan kebradaan 

pejalan kaki 

• Pejalan kaki harus diberikan ruang sosial yang didukung oleh 

elemen lansekap 

[23] 

Berdasarkan dari penjelasan temuan topik penelitian 

dan hasil penelitian terdahulu muncul empat indiktor 

spesifik. Indikator pertama merupakan Keberlanjutan 

Sosial-Budaya didalamnya terdapat keberlanjutan 

budaya, preservasi kebudayaan, dan interaksi sosial. 

Indikator kedua transformasi perdesaan didalamnya 

terdapat urban lanskap, dan ketersediaan jalur 

pedestrian. Indikator ketiga peran multi pemangku 

kebijakan terdiri dari peran stakeholder, manajemen 

pembangunan dan konstruksi, dan dampak 

pembangunan kawasan perdesaan. Kemudia indikator 

keempat adalah keberlanjutan ekologi terdiri dari 

visibilitas keterhubungan dengan alam, sistem sanitasi, 

dan pembangunan berkelanjutan. Empat aspek 

tersebut menjadi indikator utama dalam penelitian 

kualitatif peneliti untuk mencari tingkat partisipasi 

sosial dan metode partisipatif masyarakat pantai 

Watukarung Pacitan. Hal ini dapat lebih dipahami 

berdasarkan skema gambar 3 di bawah ini. 

 

Gambar 3. Diagram Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyakarat  

(Sumber: Hasil analisis) 

Hasil dan Pembahasan 

Tingkat Partisipasi Sosial Masyarakat  

Pembangunan desa sangat bergantung pada 

keterlibatan aktif masyarakat setempat. Salah satu 

masalah pokok dalam kehidupan bernegara adalah 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerahnya (Pantasari 

& Romi, 2017). Masyarakat di pedesaan tentu berbeda 

dengan masyarakat perkotaan. Pemerintah Desa 

untuk mengemban tugasnya dengan efektif dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat secara menyeluruh digunakanlah sebuah 

prinsip keadilan. Salah satu upaya untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut adalah melalui pelaksanaan 

pembangunan. Pembangunan Desa melibatkan tiga 

tahapan yang harus dijalani antara lain, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap ini 

pemerintah tidak bisa bergerak sendiri melainkan ada 

peran ikut serta masyarakat dalam mengawal jalannya 

program tersebut  [24].  

Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai 

keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu 

aktivitas dengan tujuan pencapaian tertentu yang 

bersifat sukarela [5] Rentang partisipasi tersebut 

dibagi menjadi empat tahap yaitu 1) partisipasi proses 

perencanaan; 2) partisipasi pelaksanaan; 3) partisipasi 

pengawasan; dan 4) partisipasi pemanfaatan. 

Berdasarkan keempat rentang keikutsertaan 

partisipasi sosial ini masyarakat selain mengikuti 

proses pembangunan juga berhak untuk menikmati 

hasil-hasil dari program pembangunan desa tersebut 

[5].  

Masyarakat secara definisi adalah sekelompok orang 

yang saling berinteraksi sehingga memunculkan relasi 

sosial secara kontinu. Hasil observasi lapangan 

menunjukkan antusias masyarakat setempat cukup 

tinggi dengan ditandai oleh inisiasi pribadi mereka 

untuk melakukan perubahan pada kawasan Desa 

Wisata Watukarung. Berdasarkan hasil perolehan 

wawancara ditemukan ada tiga kelompok utama yang 

bergerak dalam pembangunan kawasan pariwisata 

Watukarung yaitu, 1) Warga lokal; 2) Pemerintah 

Dinas Pariwisata dan Olahraga; 3) Investor lokal 

maupun manca negara (Gambar 4). Warga lokal disini 

berperan aktif sebagai aktor utama dalam tahap 

pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian untuk pihak 

pemerintah hanya sebatas berperan dalam mengawasi 

jalannya pembangunan desa. Terakhir pihak investor 

memiliki andil yang signifikan terhadap pembangunan 

desa antara pembuatan resort, cottage, dan beberapa 

villa. Investor juga menyewakan lahan untuk 

masyarakat setempat berjualan mendirian kiosk tepi 

pantai. 

Pariwisata 
Berkelanjutan 

Berbasis 
Masyarakat

Keberlanjutan 
Sosial-budaya

Transformasi 
Perdesaan

Keberlanjuta
n Alam

Peran 
Pemangku 
Kebijakan
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Gambar 4. Taksonomi Pihak Partisipatif di Watukarung  

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Berdasarkan taksonomi pihak yang berperan aktif 

dalam pengembangan kawasan pantai Watukarung 

diatas maka dapat disimpulkan tingkat partisipasi 

sosialnya. Hasil tingkatan partisipasi sosial masyarakat 

di desa Watukarung berada pada tingkatan keenam 

yaitu partnership (Gambar 5). Hal ini dikarenakan 

masyarakat memiliki kehendak yang luas dalam 

menentukan aspek pembangunan desa seperti hak 

dalam mengelola tanah pribadi hingga hak 

menggunakantanah sewa namun tidak seutuhnya 

berdikari. Pada proses pengembangan potensi desa 

terdapat kolaborasi dari berbagai pihak seperti 

pemerintah sebagai kontrol kebijakan, penyuluhan, 

dan pengayom serta investor sebagai pemegang 

modal utama pengembangan kawasan. 
 

 
Gambar 5. Tingkat Partisipasi Sosial Masyarakat Desa Watukarung 

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Metode Partisipasi Masyarakat Watukarung  

 

Keterlibatan antar elemen masyarakat baik warga 

setempat, pemerintah daerah maupun investor 

berdampak signifikan kepada program pembangunan 

pariwisata Watukarung. Dampak yang dihasilkan 

antara lain munculnya indikator keberlangsungan 

perekonomian masyarakat dan berupaya 

mengakomodasi kelestarian ekologi (manusia, alam, 

dan lingkungan binaan). Salah satu hal yang tercermin 

adalah tiga aspek keberlanjutan, yaitu peningkatan 

perekonomian masyarakat lokal, dan peningkatan 

kualitas lingkungan hidup dengan melakukan 

pembangunan berbasis alam, yaitu pemanfaatan 

sumber daya alam sekitar dan aspek sosial-budaya 

mereka sebagai nelayan tidak hilang dan justru 

menambah ciri khas wisata Watukarung bernuansa 

kuliner seafood. Material yang digunakan dalam 

pembangunan fasilitas wisata di desa Watukarung 

meliputi bambu, kayu, rotan, dan anyaman daun 

kelapa maupun elemen pelingkup lainnya.  

 

Memperhatikan aksesibilitas desa tidak hanya akses 

jalan setapak tetapi juga pemulihan dan pelebaran 

pola jalan, pertumbuhan dan perubahan zona 

pemukiman dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata di 

dekatnya dan aktifnya masyarakat dalam program 

pelebaran akses jalan dilaksanakan dengan 

musyawarah dan mufakat unik yaitu terdapat 

kebabasan berpendapat dan bersikap dalam proyek 

rabat jalan desa. Apabila orang yang sebagian tanah 

terdampak pada pelebaran jalan maka cenderung 

untuk suka rela membangun cor beton badan jalan 

demi kemudahan akses menuju kawasan wisata. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa 

metode partisipasi yang terbentuk di masyarakat 

Watukarung didasarkan pada dua hal yaitu kesadaran, 

kemauan dalam bentuk semangat gotong royong. 

Kesadaran tercermin dari antusiasme masyarakat 

dalam berperan aktif pada sektor pariwisata seperti 

berdagang, menjajakan cinderamata hingga terlibat 

dalam proses pengelolaan pembayaran pariwisata 

masuk kawasan. 

 

 
Gambar 6. Jenis Aktivitas Sosial Desa Watukarung  

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Kemauan tercermin pada sika masyarakat yang tidak 

hanya tinggal diam menerima nasib batuan dana desa, 
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melainkan berinisiatif dalam memanfaatkan 

keterampilan yang mereka miliki. Hasil observasi 

memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat di 

Dusun Ketro memilih untuk memanfaatkan untuk 

mencukupi kebutuhan ekonomi dan secara 

bersamaan meningkatkan fasilitas baik akomodasi 

penginapan, amenitas warung makan maupun 

aksesibilitas lahan parkir (Gambar 6). Pembuatan lahan 

parkir semi permanen ini menggunakan material yang 

mudah untuk diaplikasikan dan praktis dipadukan 

dengan menyediakan sumber air bersih dan fasilitas 

peribadatan mampu mendorong penghasilan warga 

setempat dan indeks keberlanjutan pariwisata pantai 

Watukarung. Gambar 7 memperlihatkan bentuk 

kemauan dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat. 

 

 
Gambar 7. Pemanfaatan Lahan untuk Perekonomian Warga 

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas didapatkan beberapa 

sebaran aktivitas dan pemanfaatan lahan 

perekonomian berbasis partisipasi masyarakat di 

Kawasan Desa Wisata Watukarung dengan 

keterangan A) warung makanan ringan; B) Kiosk 

souvenir pantai tengah; C) gelar tikar tepi pantai 

tengah; D) Kiosk souvenir pantai timur; E) aktivitas 

potret surving; F) gelar tikar hutan kelapa; G) gelar 

tikar tepi pantai timur; H) loket masuk; I) warung 

makan seafood; J) Parkir kendaraan lahan warga; K) 

Parkir kendaraan tepi laut; L) Garasi parkir umum; M) 

Jembatan penyebrangan pantai timur dan tengah; N) 

Gazebo seafood pantai; O) Kios cinderamata pantai 

tengah; P) Toilet dan Mushola; Q) Stasiun pengisian 

Bahan Bahar Minyak Mini.  

 

Masing-masing partisipasi sosial tersebut masuk 

dalam kategori aktif namun tetap mengacu kepada 

peraturan pemerintah baik dinas pariwisata, dinas 

sosial, dan diskusi dengan pihak swasta sehingga 

perkembangan perekonomian masyarakat 

watukarung mengalami kenaikan dan keberlanjutan 

lingkungan pariwisata alam pantai terbentuk oleh 

kesadaran gotong royong antar pihak. Pola spasial 

yang terbentuk terbagi menjadi empat lapisan yaitu, 

lapisan pertama pintu masuk, lapisan kedua 

permukiman warga, dan lapisan ketiga tepi pantai 

(Gambar 8).  

 

 
Gambar 8. Pola Spasial Zonasi Tata Guna Lahan di Watukarung  

(Sumber: Hasil analisis) 

 

Pada lapisan pertama yaitu entrance (pintu masuk) 

berupa zona kedatangan wisatawan yang terhubung 

langsung dengan akses masuk utama pantai dan 

dikelola oleh petugas tiket dari pemerintah kabupaten 

melalui dinas pariwisata Kabupaten Pacitan. Pada 

lapisan kedua yaitu zona permukiman terdapat 

minimarket dan usaha UMKM lain serta beberapa 

homestay yang mencerminkan pola spasial gotong 

royong antara masyarakat dengan pihak swasta. Pihak 

swasta diuntungkan dengan investasi yang berjalan 

sedangkan masyarakat diuntungkan karena mampu 

mendongkrak angka pendapat dan kesejahteraan 

ekonomi mereka. Pada lapisan terakhir yaitu zona 

perdagangan dan jasa. Terdapat aktivitas gotong 

royong antara pemerintah sebagai pemberi kebijakan 

dan peraturan dalam mengelola kebersihan dan tata 

ruang pantai kemudian pihak swasta berinvestasi 

dengan membangun resort dan cottage serta 

masyarakat berpartisipasi sebagai aktor utama dalam 

mengelola fasilitas perdagangan dan fasilitas umum 

yang telah terbangun dengan semangat kebersamaan. 

Kemudian pada lapisan keempat yaitu zona ruang 

terbuka hijau adalah bukit hutan pandan berada di sisi 

tenggara kawasan yang tetap terjaga lestari tanpa ada 

pembangunan yang signifikan.  

 

Diperoleh sebuah benang merah pola spasial yang 

terbentuk adalah sebaran partisipasi aktif antara lain 

zona kedatangan (warna merah), zona permukiman 
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(warna kuning), zona perdagangan dan jasa (warna 

ungu) dan zona ruang terbuka hijau (warna hijau).  

 

Kesimpulan  

Pembangunan dan transformasi desa akibat 

modernisasi menghadirkan berbagai tantangan yang 

signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat temuan identifikasi empat tantangan utama 

dalam pengembangan desa wisata: aspek sosial-

ekonomi, perubahan tata ruang, kelestarian ekologi, 

dan kemitraan multipihak. Partisipasi sosial 

masyarakat menjadi titik temu dari keempat 

tantangan ini, sangat berpengaruh terhadap 

keberlanjutan budaya lokal, tata guna lahan, dan 

kelestarian lingkungan alam. Tingkat partisipasi sosial 

berada pada tahap partnership yang berarti terdapat 

kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah 

dan investor. Metode parstisipasi yang terbentuk 

adalah gotong royong terjalin baik antara masyarakat 

dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak 

swasta. Perhatian utama dalam pengembangan 

kawasan Watukarung kedepan perlu ditingkat peran 

pemerintah dalam mengatur kebijakan pembangunan 

dan modal dari investor diperjelas agar program 

pembangunan desa wisata dapat dilakukan dengan 

tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat setempat 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada 

industri pariwisata berkelanjutan pantai Watukarung. 
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